
BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 
NOMOR 2.h TAHUN 2021 

TENTANG 

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi 
administrasif bagi Pegawai Negeri Sipil 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pembinaan untuk menegakkan nilai-nilai 
kepatuhan, loyalitas, dedikasi dan keadilan 
dalam upaya menciptakan Pegawai Negeri Sipil 
yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, 
dan inovatif, sehingga terwujud produktifitas dan 
kinerja Pegawai Negeri Sipil yang tinggi; 

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjatuhan 
hukuman disiplin dan sanksi administratif 
dilakukan secara tepat guna dan berhasil guna, 
diperlukan pedoman penjatuhan hukuman 
disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara 
Penjatuhan Hukuman Disiplin Bagi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Memperhatikan 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Lamongan di Lingkungan Provinsi Jawa Timur 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya 
dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota 
Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, 



Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa 
Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5135); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6477); 

6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 
tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6340); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 
2018 ten tang Pedoman Sistem Merit Dalam 
Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252); 

8.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 
4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan 



Menetapkan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4). 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA 
PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI 
PEGAWAI NEGERI SIPIL 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Bagi.an Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peratuan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 

Lamongan. 
3. Bupati adalah Bupati Lamongan. 
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 

PNS, adalah Warga Negara Indonesia yang 
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai 
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh 
pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki 
Jabatan pemerintahan. 

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lamongan. 

6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten 
Lamongan. 

7. Disiplin PNS adalah adalah kesanggupan PNS 
untuk menaati kewajiban dan menghindari 
larangan yang ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan dan/atau peraturan 
kedinasan yang apabila tidak ditaati atau 
dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. 

8. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, 
tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati 
kewajiban dan/ atau melanggar larangan 
ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di 
dalam maupun di luar jam kerja. 

9. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat 
ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap 
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya 
berupa keberatan atau banding. 

10. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh 
Pejabat yang berwenang dengan surat perintah 



untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS 
yang diduga melakukan pelanggaran disiplin 
dengan ancaman hukuman disiplin tingkat 
ringan, sedang dan/atau berat. 

Bagian Kedua 
Ruang Lingkup 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
a. kewajiban dan larangan 
b. jenis hukuman disiplin; 
c. pemanggilan PNS; 
d. pemeriksaan PNS; 
e. berita acara pemeriksaan dan laporan hasil 

pemeriksaan; 
f. penetapan keputusan penjatuhan hukuman 

disiplin; 
g. upaya administratif; 
h . pemberlakuan dan pendokumentasian keputusan 

hukuman disiplin; dan 
1. pembatasan hak kepegawaian. 

BAB II 
KEW AJIBAN DAN LARANGAN 

Bagian Kesatu 
Kewajiban 

Pasal 3 

Setiap PNS wajib: 
1. mengucapkan sumpah/janji PNS; 
2 . mengucapkan sumpah/janjijabatan; 
3 . setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, 

Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, dan Pemerintah; 

4. menaati segala ketentuan peraturan perundang­
undangan; 

5. melaksanakan tugas kedinasan yang 
dipercayakan kepada PNS dengan penuh 
pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab; 

6 . menjunjung tinggi kehormatan Negara, 
Pemerintah dan martabat PNS; 

7. mengutamakan kepentingan Negara daripada 
kepentingan sendiri, seseorang dan/atau 
golongan; 

8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya 
atau menurut perintah harus dirahasiakan; 



9. bekerja d ngan JUJUr, tertib, cermat, dan 
bersemang t untuk kepentingan Negara; 

10. melaporkan dengan segera kepada atasannya 
apabila ngetahui ada hal yang dapat 
membahay atau merugikan Negara atau 
Pemerintah di bidang keamanan, 
keuangan d materiil; 

11. masuk kerj dan menaati ketentuan jam kerja; 
12. mencapai s saran kerja pegawai yang ditetapkan; 
13. menggun dan memelihara barang-barang 

milik Negar dengan sebaik-baiknya; 
14. memberik pelayanan sebaik-baiknya kepada 

masyarakat; 
15. membimbin bawahan dalam melaksanakan 

kesempatan kepada bawahan untuk 
mengemban kan karier; dan 

1 7. menaati pe aturan kedinasan yang ditetapkan 
oleh pejabat yang berwenang. 

Setiap PNS dil ang: 
1. menyalahgu akan wewenang; 
2. menjadi erantara un'tuk mendapatkan 

keuntungan pribadi dan/ atau orang lain dengan 
menggunak kewenangan orang lain; 

3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau 
bekerja unt k Negara lain dan/atau lembaga 
atau organis si internasional; 

4. bekerja pad perusahaan asing, konsultan asing, 
atau lembag swadaya masyarakat asing; 

5. memiliki, enjual, membeli, menggadaikan, 
menyewak atau meminjamkan barang-barang 
baik berger atau tidak bergerak, dokumen atau 
surat berhar a milik Negara secara tidak sah; 

6. melakukan egiatan bersama dengan atasan, 
teman seja at, bawahan, atau orang lain di 
dalam mau un di luar lingkungan kerjanya 
dengan tuj an untuk keuntungan pribadi, 
golongan, a u pihak lain, yang secara langsung 
atau tidak la gsung merugikan Negara; 

7. memberi at u menyanggupi akan memberi 
sesuatu kep da siapapun baik secara langsung 
atau tidak gsung dan dengan dalih apapun 
untuk diang t dalam jabatan; 

8. menerima ha iah atau suatu pemberian apa saja 
dari siapapu juga yang berhubungan dengan 
jabatan dan/ tau pekerjaannya; 

9. bertindak sewenang-wenang terhadap 
bawahannya; 



uatu tindakan atau tidak melakukan 
an yang dapat menghalangi atau 

mempersuli salah satu pihak yang dilayani 
sehingga engakibatkan kerugian bagi yang 
dilayani; 

11 . menghalan 
12. memberik 

Presiden/W 
Rakyat, De 
Perwakilan 
a. ikut se 
b. 

C. 

d. 
men 

13. member· 
Presiden/ 
a. memb 

mengu 
pasan 
dan/a 

· berjalannya tugas kedinasan; 
dukungan kepada calon 
Presiden, Dewan Perwakilan 

an Perwakilan Daerah, atau Dewan 
akyat Daerah dengan cara: 
sebagai pelaksana kampanye; 

peserta kampanye dengan 
an atribut partai atau atribut PNS; 
peserta kampanye dengan 

an PNS lain; dan/ atau 
peserta kampanye dengan 

an fasilitas Negara; 
dukungan kepada calon 

· Presiden dengan cara: 
keputusan dan/ atau tindakan yang 
ngkan atau merugikan salah satu 

calon selama masa kampanye; 

b. menga an kegiatan yang mengarah kepada 
keberp an terhadap pasangan calon yang 
menja eserta pemilu sebelum, selama, dan 
sesud asa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian 
barang pada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; 

14. memberikan dukungan kepada calon Anggota 
Dewan Pe akilan Daerah atau calon Kepala 
Daerah/W Kepala Daerah dengan cara 
memberikan surat dukungan disertai fotokopi 
Kartu Tand Penduduk atau Surat Keterangan 
Tanda Pend duk sesuai peraturan perundang­
undangan; d 

15. memberikan dukungan kepada calon Kepala 
Daerah/W ·1 Kepala Daerah, dengan cara: 
a. terlibat alam kegiatan kampanye untuk 

menduku g calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala D erah; 

b. menggun an fasilitas yang terkait dengan 
jabatan d am kegiatan kampanye; 

c. membuat keputusan dan/ atau tindakan yang 
mengunt ngkan atau merugikan salah satu 
pasangan calon selama masa kampanye; 
dan/atau 

d . mengad an kegiatan yang mengarah kepada 
keberpih an terhadap pasangan calon yang 
menjadi p serta pemilu sebelum, selama, dan 
sesudah asa kampanye meliputi pertemuan, 
ajakan, · bauan, seruan, atau pemberian 



barang e~ada PNS dalam lingkungan unit 
kerjanya anggota keluarga, dan masyarakat. 

HUKU 

Bagi 
Tingkat dan Je is Hukuman Disiplin 

sal 5 

(1) PNS yang dak menaati ketentuan sebagaimana 
dimaksud alam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 
dijatuhi hu 

(2) Tingkat Hu uman Disiplin terdiri dari: 
a. hukum 
b. hukum 
c. hukum 

disiplin ringan; 
disiplin sedang; dan 

(3) Jenis huk man disiplin ringan sebagaimana 
dimaksud p da ayat (2) huruf a terdiri dari: 
a. tegur ; 
b. tegur ulis; dan 
c. pemyata tidak puas secara tertulis. 

(4) Jenis huk an disiplin sedang sebagaimana 
dimaksud p da ayat (2) huruf b terdiri dari: 
a. kenaikan gaji berkala selama 1 

b. kenaikan pangkat selama 1 ( satu) 

c. penurun pangkat setingkat lebih rendah 
selama 1 satu) tahun. 

(5) Jenis huk disiplin berat sebagaimana 
dimaksud d am pada ayat (2) huruf c terdiri 
atas: 
a. penurun pangkat setingkat lebih rendah 

selama 3 tiga) tahun; 
b. pemindah dalam rangka penurunan jabatan 

setingkat ebih rendah; 
c. pembebas dari jabatan; 
d. pemberhe tian dengan hormat tidak atas 

perminta sendiri sebagai PNS; dan 
e. pemberhe tian tidak dengan hormat sebagai 

PNS. 



Ba · n Kedua 
Pejabat yang Be enang Menghukum 

asal 6 

(1) Pejabat yan berwenang menghukum terdiri atas: 
a . Bupati; 
b. Sekret ·s Daerah; 

dministrator; dan 
e. Jabatan engawas. 

(2) Pejabat y g berwenang menghukum wajib 
menjatuhk hukuman disiplin kepada PNS yang 
melakukan elanggaran disiplin. 

(3) Apabila pej bat yang berwenang menghukum 
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) tidak 
menjatuhk hukuman disiplin kepada PNS yang 
melakukan elanggaran disiplin, pejabat tersebut 
dijatuhi hu uman disiplin oleh atasannya. 

(4) Hukuman isiplin sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) a dengan jenis hukuman disiplin 
yang seh snya dijatuhkan kepada PNS yang 
melakukan elanggaran disiplin. 

(5) Atasan seb gaimana dimaksud pada ayat (3) , 
juga menja uhkan hukuman disiplin terhadap 
PNS yang m lakukan pelanggaran disiplin. 

Bagi Ketiga 
Tata Cara Pemanggilan, P meriksaan, Penjatuhan, dan 

Penyampaian Keput san Hukuman Disiplin 

( 1) PNS yang di uga melakukan pelanggaran disiplin 
dipanggil se ara tertulis oleh atasan langsung 
untuk dil~~~~an pemeriksaan. 

(2) Pemanggilan PNS sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dal bentuk surat panggilan PNS. 

(3) Pemanggilan kepada PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 
hari kerja se elum tanggal pemeriksaan. 

(4) Apabila pad tanggal yang seharusnya yang 
bersangku diperiksa tidak hadir, maka 
dilakukan p manggilan kedua paling lambat 7 
(tujuh) hari erja sejak tanggal seharusnya yang 



bersangku diperiksa pada pemanggilan 
pertama. 

( 5) Apabila pa a tanggal pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud ~ada ayat (4) PNS yang bersangkutan 
tidak hadir I juga maka pejabat yang berwenang 
menghuku menjatuhkan hukuman disiplin 
berdasark alat bukti dan keterangan yang ada 
tanpa dilak kan pemeriksaan. 

(1) Surat pan an PNS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 disampaikan kepada PNS di tempat 
kerjanya. 

(2) Dalam hal . NS tidak berada di tempat kerjanya 
surat pan · an PNS disampaikan ke alamat 
domisili PNS. 

(3) Dalam hal 

disampaik 

Tetangga/R 

am.at domisili PNS berubah, tidak 
atau PNS tidak diketahui lagi 

surat panggilan PNS 
kepada Ketua Rukun 
Warga setempat atau nama 

lainnya ses ai dengan alamat domisili terakhir 
PNS. 

surat panggilan PNS sebagaimana 
am Pasal 8 harus disertai dengan 

bukti tanda erima. 
(2) Bukti tanda terima sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1) palin sedikit memuat nama, tanggal, dan 
penerima surat panggilan PNS. 

( 1) Dalam hal PNS tidak hadir pada tanggal 
pemeriksaan yang telah ditentukan, atasan 
langsung me kan pemanggilan kedua. 

(2) Pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dil ukan dalam waktu paling lam bat 7 
(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 
seharusnya dilakukan pemeriksaan pada 
pemanggilan 



(1) Dalam 
dimaksud 

hukuman 
keterangan 
pemeriksa 

pemanggilan kedua sebagaimana 
am Pasal 10 PNS tidak hadir tanpa 
sah pada tanggal pemeriksaan yang 
kan, atasan langsung menjatuhkan 

isiplin berdasarkan alat bukti dan 
yang ada tanpa dilakukan 

(2) Penjatuhan hukuman disiplin oleh atasan 
langsung s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
harus dibua berita acara. 

(3) Dalam atasan langsung sebagaimana 
dimaksud ada ayat (2) bukan merupakan 
pejabat y g berwenang menghukum, atasan 
langsung m ngajukan usul penjatuhan hukuman 
disiplin sec a berjenjang kepada pejabat yang 
berwenang enghukum sesuai dengan ketentuan 
peraturan p rundang-undangan. 

(4) Usulan enjatuhan hukuman disiplin 
dimaksud pada ayat (3) harus 

disertai den an berita acara pemeriksaan dan 
laporan hasi pemeriksaan. 

(5) Dalam hal emanggilan kedua dilakukan oleh 
Tim Pemerik a dan PNS tidak hadir tanpa alasan 
yang sah p da tanggal pemeriksaan yang telah 
ditentukan, Tim Pemeriksa melaporkan hal 

a pejabat yang membentuk Tim 
Pemeriksa. 

(1) Dalam hal p da pemanggilan kedua sebagaimana 
dimaksud d am Pasal 11 PNS tidak dapat hadir 
karena ala an yang sah, atasan langsung 
melakukan p manggilan ketiga. 

(2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), meli uti: 
a. Sakit yan sedang dalam perawatan; 
b. Berada di uar kota untuk kepentingan dinas; 
c. Cuti; dan 
d. Musibah. 

(3) Penyampaian alasan yang sah sebagaimana 
dimaksud pa a ayat (2) oleh PNS kepada atasan 
langsung h s disertai dengan dokumen 
pendukung s suai dengan jenis alasannya. 



( 1) Pemanggil ketiga sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan paling lambat 7 
(tujuh) h kerja sebelum pemeriksaan 
dilakukan. 

(2) Pemanggil ketiga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) mer pakan pemanggilan terakhir. 

(3) Dalam hal ada pemanggilan ketiga PNS tidak 
hadir, atas langsung menjatuhkan hukuman 
disiplin ber asarkan alat bukti dan keterangan 
yang ada t pa dilakukan pemeriksaan. 

(4) Penjatuhan disiplin oleh atasan 
pada ayat (3) 

berita acara. 
langsung s 
harus dibua 

(5) Dalam h 
dimaksud 
pejabat y 

atasan langsung sebagaimana 
ada ayat (4) bukan merupakan 
g berwenang menghukum, atasan 

langsung m ngajukan usul penjatuhan hukuman 

peraturan p 
(6) Usulan 

a berjenjang kepada pejabat yang 
enghukum sesuai dengan ketentuan 

ndang-undangan. 
enjatuhan hukuman disiplin 

dimaksud pada ayat (5) harus 
disertai den an berita acara pemeriksaan dan 
laporan has· pemeriksaan. 

(7) Dalam hal p manggilan ketiga dilakukan oleh Tim 
Pemeriksa d PNS tidak hadir tanpa alasan yang 
sah pada tanggal pemeriksaan yang telah 

Pemeriksa. 

Tim Pemeriksa melaporkan hal 
ada pejabat yang membentuk Tim 

Par graf 2 
Pem "ksaan 

Pa 14 

(1) Sebelum 
atasan langs 
PNS yang 
disiplin. 

(2) Pemeriksaan 
(1) dilakuk 

dijatuhi hukuman disiplin setiap 
ng wajib memeriksa terlebih dahulu 
diduga melakukan pelanggaran 

sebagaimana dimaksud pada ayat 
secara tertutup dan hasilnya 

dituangkan dalam bentuk berita acara 
pemeriksaan. 



urut hasil pemeriksaan sebagaimana 
dimaksud ada ayat (2) kewenangan untuk 

hukuman disiplin PNS tersebut 
merupakan ewenangan: 

a. atasan angsung yang bersangku tan maka 
atasan 1 gsung tersebut wajib menjatuhkan 
hukum disiplin; 

b. pejabat yang lebih tinggi maka atasan 

(1) Khusus 
ancaman 

tersebut wajib melaporkan secara 
isertai berita acara pemeriksaan. 

pelanggaran disiplin yang 
kumannya sebagaimana dimaksud 

5 ayat (4) dan ayat (5) dapat 
dibentuk Ti Pemeriksa. 

(2) Tim Peme · sa sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) terdiri a asan langsung, unsur pengawasan, 
dan unsur epegawaian atau pejabat lain yang 
ditunjuk. 

(3) Atasan Lan 
ayat (2), h 
dalam pel 
kepada PNS 

(4) Dalam h 
dimaksud 

anggota T. 

langsung h 

sung sebagaimana dimaksud pada 
s tidak terkait atau tidak terlibat 

ggaran disiplin yang didugakan 
ang diperiksa. 

atasan langsung 
ada ayat (2) diduga 

sebagaimana 
terkait atau 

pelanggaran disiplin yang sama, 
Pemeriksa dari unsur atasan 

s merupakan atasan yang lebih 
tinggi secara berjenjang. 

(5) Unsur peng wasan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) bera al dari Inspektorat. 

(6) Unsur kepe awaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) ber sal dari Sekretariat Daerah sebagai 
pengembang fungsi dan tugas kepegawaian. 

(7) Unsur Peja at lain yang ditunjuk sebagaimana 
dimaksud ada ayat (1) merupakan Pejabat 
struktural/f ngsional tertentu yang ditunjuk 
berdasarkan surat perintah dan memiliki 
kompetensi sesuai dengan ruang lingkup dan 
jenis pelan an disiplin. 

(8) Tim Pemerik a sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
atau pejabat lain yang ditunjuk. 



(1) Susunan k angotaan Tim Pemeriksa terdiri atas: 
a. 1 ( satu) rang ketua merangkap anggota; 
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; 

dan 
c. paling se ikit 1 ( satu) orang anggota. 

(2) Pangkat d / atau jabatan PNS yang menjadi 
anggota T Pemeriksa se bagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) tidak boleh lebih rendah dari 
pangkat d / atau jabatan PNS yang diperiksa. 

( 1) Pemeriksa 

tertutup 

Pemeriksa. 
(2) Pemeriksa 

terhadap PNS yang diduga 
elanggaran disiplin dilakukan secara 
an hanya dihadiri PNS yang 

dan atasan langsung atau Tim 

yang dilakukan oleh atasan 
langsung s bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan d am waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja terhi ung sejak tanggal pemeriksaan 
ditetapkan. 

(3) Pemeriksa 
sebagaiman 
paling lam 

yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal pemeriksaan sebagaimana 
ditentukan alam surat perintah pemeriksaan. 

(4) Dalam hal d perlukan, jangka waktu pemeriksaan 
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) 
dapat dipe anjang untuk waktu paling lama 14 
( em pat bela ) hari kerja terhitung sejak tanggal 
pemeriksa berakhir. 

(5) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana 
dimaksud p da ayat (4) diajukan dalam waktu 
paling singk t 3 (tiga) hari sebelum jangka waktu 
pemeriksaan berakhir. 

(6) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana 
dimaksud p da ayat (5) diajukan secara tertulis 
oleh: 
a. Atasan 1 gsung kepada atasan yang lebih 

tinggi sec a berjenjang; atau 
b. Tim Peme · sa kepada Bupati. 



(7) Pengajuan permohonan perpanjangan waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

secara tertulis disertai dengan alasan 
waktu pemeriksaan. 

Apabila diperl kan, atasan langsung, Tim Pemeriksa 
atau Pejabat ang berwenang menghukum dapat 
meminta kete angan tambahan dari saksi ahli 
dan/ atau pih terkait. 

( 1) Dalam rang a kelancaran pemeriksaan PNS yang 
diduga me akukan pelanggaran disiplin dan 
kemungkin akan dijatuhi hukuman disiplin 
tingkat ber t, dapat dibebaskan sementara dari 
tugas jabat nya oleh atasan langsung sejak 
yang bersan kutan diperiksa. 

(2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya 
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) berlaku 
sampai d ngan ditetapkannya keputusan 
hukuman di iplin. 

(3) PNS yang ibebaskan sementara dari tugas 
jabatannya ebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

tetap diberi an hak-hak kepegawaiannya sesuai 
dengan pera uran perundang-undangan. 

( 4) Dalam h atasan langsung langsung 
sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak ada, 
maka pemb basan sementara dari jabatannya 
dilakukan ol h pejabat yang lebih tinggi. 

Pa al 20 

(1) Berita acara emeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 14 ayat (2) harus ditandatangani 
oleh pejaba yang memeriksa dan PNS yang 
diperiksa. 

(2) Dalam hal NS yang diperiksa tidak bersedia 
menandatan ani berita acara pemeriksaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita 
acara peme saan tersebut tetap dijadikan 
sebagai da untuk menjatuhkan hukuman 
disiplin. 



iperiksa berhak mendapat fotokopi 
pemeriksaan sebagaimana dimaksud 

) . 

(1) Pembuatan aporan hasil pemeriksaan dilakukan 
dalam w u paling lama 5 (lima) hari kerja 
terhitung se ak tanggal pemeriksaan berakhir. 

(2) Laporan asil pemeriksaan sebagaimana 
da ayat ( 1) harus dilengkapi dengan 

berita acar pemeriksaan, alat bukti, dan data 
pendukung. 

(3) Data pend kung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), p · g sedikit: 
a. fotokopi keputusan kenaikan pangkat 

terakhir; 
b. fotokopi keputusan kenaikan gaJI berkala 

terakhir; 
c. fotokopi eputusanjabatan terakhir. 

(4) Laporan ha il pemeriksaan PNS yang diduga 
· ndak pidana dan sedang dilakukan 

penahanan, elain melampirkan data pendukung 
sebagaiman dimaksud pada ayat (3), harus juga 
melampirk 
a. fotokopi s rat perintah penahanan; dan 
b . fotokopi putusan pemberhentian sementara. 

(5) Laporan ha il pemeriksaan PNS sebagaimana 
dimaksud p da ayat (4) yang terbukti melakukan 
tindak pidan berdasarkan kepu tusan pengadilan 
berkuatan h kum tetap, selain melampirkan data 
pendukung ebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3) , arus juga melampirkan: 
a . fotokopi k putusan pemberhentian sementara; 
b. fotokopi p tusan pengadilan; dan/ atau 
c. fotokopi 

pengadil 
surat pelaksanaan 

Par graf 3 
Penjatuhan H kuman Disiplin 

Pa 22 

putusan 

( 1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan 
ternyata m lakukan beberapa pelanggaran 
disiplin, terh dapnya hanya dapat dijatuhi satu 



Jen1s huku an disiplin yang terberat setelah 
mempertim angkan pelanggaran yang dilakukan. 

(2) PNS yang pemah dijatuhi hukuman disiplin 
elakukan pelanggaran disiplin yang 

sifatnya s a, kepadanya dijatuhi jenis hukuman 
disiplin yan lebih berat dari hukuman disiplin 
terakhir yan pemah dijatuhkan. 

(3) PNS tidak apat dijatuhi hukuman disiplin 2 
(dua) kali a u lebih untuk 1 (satu) pelanggaran 
disiplin. 

(4) Dalam 

hukuman 

PNS yang dipekerjakan atau 
di lingkungannya akan dijatuhi 

yang bukan menjadi 
kewenangan ya, Pimpinan instansi atau Kepala 
Perwakilan engusulkan penjatuhan hukuman 
disiplin kep da Pejabat Pembina Kepegawaian 
instansi disertai berita acara 
pemeriksa 

af 4 
Penyam Keputusan 

23 

(1) Setiap disiplin ditetapkan 
dengan ke utusan pejabat yang berwenang 
menghukum berdasarkan berita acara 
pemeriksaan dan/ atau laporan hasil 
pemeriksaan 

(2) Keputusan s bagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara tertutup oleh pejabat yang 
berwenang enghukum atau pejabat lain yang 
ditunjuk ke ada PNS yang bersangkutan serta 
tembusanny disampaikan kepada pejabat 
instansi ter · t. 

(1) Dalam hal san langsung merupakan pejabat 
yang berwe g menghukum, atasan langsung 
harus etapkan keputusan penjatuhan 
hukuman di iplin. 

(2) Penetapan eputusan penjatuhan hukuman 
disiplin seb gaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan d am waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari erja terhitung sejak tanggal berita 
acara peme saan ditandatangani. 



tusan penjatuhan hukuman disiplin 
sebagaiman dimaksud pada ayat (2) harus 
disampaik kepada Sekretaris Daerah dan 
tembusann a disampaikan kepada pejabat yang 
membidan · kepegawaian. 

tasan dari atasan langsung secara 
sebagai pejabat yang berwenang 

menghuku , maka atasan langsung atau Tim 
Pemeriksa arus melaporkan hasil pemeriksaan 
secara berje jang kepada pejabat yang berwenang 
menghuku dalam waktu paling lama 14 (empat 
belas) hari erja terhitung sejak tanggal laporan 
hasil pemeri saan ditandatangani. 

(2) Pejabat ang berwenang menghukum 
dimaksud pada ayat ( 1) harus 

menetapkan keputusan penjatuhan hukuman 
disiplin d salinannya disampaikan kepada 
Sekretaris 
disampaik 
kepegawai 
belas) hari 

Daerah serta tembusannya 
kepada pejabat yang membidangi 

dalam waktu paling lama 14 (empat 
erja terhitung sejak tanggal laporan 

(1) Dalam hal ejabat yang berwenang menghukum 
u pati, maka atasan langsung a tau 

Peme 'ksa harus melaporkan hasil 
pemeriksaan secara hierarki kepada Bupati 
melalui Se etaris Daerah dengan tembusan 
kepada peja at yang membidangi kepegawaian 

terhitung sej 
ditandatang 

(2) Pejabat y 

paling lama 7 (tujuh) hari kerja 
tanggal laporan hasil pemeriksaan 

g membidangi kepegawaian 
laporan hasil pemeriksaan 

sebagaiman dimaksud pada ayat ( 1) kepada 
Bupati de gan melampirkan pertimbangan 
terhadap us 1 penetapan penjatuhan hukuman 
disiplin dal waktu paling lama 21 (dua puluh 
satu) hari sejak laporan hasil 
pemeriksaan diterima. 



(3) Bupati m nerbitkan keputusan penjatuhan 
hukuman isiplin dalam waktu paling lama 21 
(dua pulu satu) hari kerja terhitung sejak 

la po ran hasil pemeriksaan 
dimaksud pada ayat (2). 

(1) Atasan menyampaikan keputusan 
hukuman isiplin kepada PNS yang dijatuhi 
hukuman d·siplin dalam waktu paling lama 14 
(empat bela ) hari kerja terhitung sejak tanggal 
keputusan itetapkan. 

(2) Penyampai hukuman disiplin oleh atasan 
langsung k pada PNS sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( ) dilakukan secara tertutup disertai 
dengan be ·ta acara penyerahan keputusan 
penjatuhan ukuman disiplin. 

(3) Dalam hal P S sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tidak ha ir pada saat penyampaian keputusan 

hukuman disiplin atau alamat 
domisili te akhir PNS berubah atau tidak 
diketemuk atau PNS tidak diketahui lagi 
keberadaan ya, keputusan penjatuhan hukuman 
disiplin di paikan melalui dan tercatat di 
instansinya. 

(4) Penyampai keputusan hukuman disiplin 
sebagaiman dimaksud pada ayat (3) harus 
disertai d ngan berita acara penyerahan 
keputusan p njatuhan hukuman disiplin. 

(5) Berita acar penyerahan keputusan hukuman 
disiplin seb gaimana dimaksud pada ayat (4) 
paling sdiki memuat nama, tanggal dan tanda 
tangan p nenma keputusan penjatuhan 
hukuman di iplin. 

(6) Dalam hal NS atau orang lain yang menerima 
keputusan hukuman disiplin sebagaimana 
dimaksud ayat (5) tidak bersedia 
menandatan ani tanda terima penyerahan 
keputusan penjatuhan hukuman disiplin, 
terhadap h tersebut harus dibuat berita acara 



P sal 28 

Format Surat anggilan PNS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 7 ayat (1), Format Keputusan 
Pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana 
dimakasud d am Pasal 15, Format Berita Acara 
Pemeriksaan s bagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
ayat (1), Fo at Laporan Hasil Pemeriksaan 
sebagaimana imaksud dalam Pasal 21 ayat (5) , 
Format Keput san Penjatuhan Hukuman Disiplin 
PNS sebagaim a dimaksud pada Pasal 23 ayat (1), 
dan Format Laporan Kewenangan Penjatuhan 
Hukuman Dis plin sebagaimana dimaksud dalam 
PAsal 25 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan ba · an tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Kedua 

(1) Hukuman d'siplin yang dapat diajukan keberatan 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 29 yaitu 
jenis huku an disiplin sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan huruf b. 

(2) Keberatan s bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan se ara tertulis kepada atasan pejabat 
yang berwe ang menghukum dengan memuat 
alasan kebe atan dan tembusannya disampaikan 
kepada pej bat yang berwenang menghukum, 
pejabat y g membidangi kepegawaian dan 
Bupati. 

(3) Keberatan s bagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diajukan d am jangka waktu 14 (empat belas) 
hari kerja terhitung mulai tanggal yang 



menerima keputusan hukuman 
disiplin. 

( 1) Pejabat ang berwenang menghukum 
sebagaiman dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), 
harus me berikan tanggapan atas keberatan 
yang diajuk oleh PNS yang bersangkutan. 

(2) Tanggapan atas keberatan sebagaimana 

a. 

b. 

C. 

Laporan 
bersang 
Salinan 

da ayat (1) harus dilengkapi dengan: 
a pemeriksaan terhadap PNS yang 

pemeriksaan PNS yang 
tan; dan 
keputusan penjatuhan hukuman 
ang mencantumkan bukti tanda 

terima d · PNS yang bersangkutan dan/ atau 
berita penyampru.an keputusan 
penjatuh hukuman disiplin. 

ebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaik secara tertulis kepada atasan 
pejabat y g berwenang menghukum dalam 
jangka wakt 6 (enam) hari kerja terhitung mulai 
tanggal y g bersangkutan menerima surat 
keberatan. 

(4) Atasan pej bat yang berwenang menghukum 
wajib meng bil keputusan atas keberatan yang 
diajukan ol h PNS yang bersangkutan dalam 

u 21 (dua puluh satu) hari kerja 
terhitung ulai tanggal yang bersangkutan 
menenma s rat keberatan. 

(5) Apabila am jangka waktu sebagaimana 
dimaksud p da ayat (3) pejabat yang berwenang 
menghukum tidak memberikan tanggapan atas 

aka atasan pejabat yang berwenang 
menghukum mengambil keputusan berdasarkan 
data yang a 

(6) Atasan pej bat yang berwenang menghukum 
dapat mem ggil dan/ atau meminta keterangan 
dari pejabat yang berwenang menghukum, PNS 
yang dijatuh hukuman disiplin, dan/atau pihak 



( 1) Atasan betwenang menghukum 
dapat mem erkuat, memperingan, memperberat 
atau mem atalkan hukuman disiplin dan 
keputusan t rsebut bersifat final dan mengikat. 

(2) Penguatan, peringanan, pemberatan atau 
pembatalan hukuman disiplin sebagaimana 
dimaksud ada ayat ( 1) ditetapkan dengan 

menghuku 
(3) Apabila dal 

pejabat yang betwenang 

waktu lebih dari 21 (dua puluh 
satu) hari k rja terhitung mulai tanggal diterima 
surat keber tan, atasan pejabat yang betwenang 
menghuku tidak mengambil keputusan atas 
keberatan keputusan pejabat yang 

Bagi 
Banding dministratif 

Pa al 33 

( 1) H ukuman d siplin yang dapat diajukan banding 
administra · sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 yaitu je is hukuman disiplin sebagaimana 
dimaksud d am Pasal 5 ayat (5) huruf d dan 
huruf e. 

(2) Banding ad 
pada ayat 1) 
jangka w 

istratif sebagaimana dimaksud 
diajukan secara tertulis dalam 
14 (empat belas) hari kerja 

terhitung ulai tanggal yang bersangku tan 
menerima k putusan hukuman disiplin dengan 
tembusan k ada Bupati. 

(3) Bupati seb gaimana dimaksud pada ayat (2) 

diterima. 

erikan tanggapan dalam jangka 
a puluh satu) hari kerja terhitung 

tembusan banding administratif 



ABV 
BERLAKUNYA HUKUMAN DI IPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN 

KEPUTUSAN UKUMAN DISIPLIN 

Bagi Kesatu 
Berlakunya ukuman Disiplin 

P sal 34 

(1) Hukuman yang tidak dapat diajukan 
upaya admi istratif mulai berlaku sejak tanggal 
keputusan ukuman disiplin ditetapkan. 

(2) Hukuman isiplin yang tidak diajukan upaya 
administra · keberatan atau banding 

administraf mulai berlaku pada hari ke 15 (lima 

belas) sete ah keputusan hukuman disiplin 
diterima. 

(3) Hukuman d siplin yang diajukan keberatan atau 
banding a inistratif mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkann a keputusan atas keberatan atau 
banding ad 

Bagi 
Pendokumentasian Ke utusan Hukuman Disiplin 

Pa 35 

hukuman disiplin wajib 
didokumen sikan oleh pejabat pengelola 

kepegawaian di instansi yang bersangkutan. 
(2) Dokumen keputusan hukuman disiplin 

sebagaiman dimaksud pada ayat (1) digunakan 
sebagai sal satu bahan pembinaan PNS yang 
bersangku 

B 
PEMBATASAN 

(1) PNS 

berupa: 

a . tidak 

C. 

promos1J 

VI 
KEPEGAWAIAN 

36 

am proses penjatuhan hukuman 
ai pembatasan hak kepegawaian 

dipertimbangkan kenaikan 

atau diikutsertakan 

atau dikutsertakan 



(2) Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada 
ayat (1) rlaku sampai dengan keputusan 
pejabat yan berwenang menghukum ditetapkan. 

PNS yang dijat hi hukuman disiplin tingkat sedang 
tidak dapat d · sulkan atau diikutsertakan dalam 
pendidikan d pelatihan, mutasi, dan/ atau 
promosi jaba dengan ketentuan: 
a. perundaan enaikan gaji berkala selama 1 (satu) 

tahun pem atasan hak kepegawaian berlaku 
selama 6 (e am) bulan terhitung sejak tanggal 
keputusan enjatuhan hukuman disiplin mulai 
berlaku; 

b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) 
tahun pem atasan hak kepegawaian berlaku 
selama 9 ( se bilan) bulan terhitung sejak tanggal 
keputusan 

c. penurunan 
selama 1 
kepegawai 
disiplin. 

enjatuhan hukuman disiplin mulai 

setingkat lebih rendah 
tahun, pembatasan hak 

berlaku selama menjalani hukuman 

PNS yang dija hi Hukuman Disiplin tingkat berat 
dikenai pemba 
dapat diusul 
pendidikan d 

san hak kepegawaian beru pa tidak 
atau diikutsertakan dalam 

pelatihan, mutasi, dan/ atau 
dengan ketentuan: 

a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah 
selama 3 (tiga) tahun, pembatasan hak 
kepegawaian ya berlaku selama menjalani 
hukuman di iplin; 

b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan 
setingkat ebih rendah pembatasan hak 
kepegawaian ya berlaku selama 12 (dua belas) 
bulan terh tung sejak tanggal keputusan 
penjatuhan ukuman disiplin mulai berlaku; 

c. pembebasan dari jabatan pembatasan hak 
kepegawaian ya berlaku selama 15 (lima belas) 
bulan terh tung sejak tanggal keputusan 
penjatuhan hukuman disiplin mulai berlaku; 
atau 



d. pemberhen atas permintaan sendiri 
sebagai pn pembatasan hak kepegawaiannya 
berlaku se ak proses penjatuhan hukuman 
disiplin dengan tanggal keputusan 

ukuman Disiplin mulai berlaku. 

Dalam hal diusulkan untuk dijatuhi 
hukuman disip · berupa pemindahan dalam rangka 
penurunan jab tan setingkat lebih rendah, atasan 
langsung terle ih dahulu harus memperhatikan 
formasi jaba dan kompetensi dari Sekretaris 
Daerah. 

40 

emeriksaan terhadap PNS ternyata 
tidak ditem kan alasan dan bukti yang cukup 
serta tidak d pat dipertanggungjawabkan: 
a . gsung harus mengeluarkan surat 

yang menyatakan PNS yang 
tan tidak bersalah; atau 

b . Tim emeriksa harus memberikan 
rekomen asi kepada Bupati untuk membuat 
surat ket rangan yang menyatakan PNS yang 
bersangk tan tidak bersalah. 

(2) Surat keter gan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) hu fa disampaikan kepada pejabat yang 
berwenang enghukum jika atasan langsung 
bukan mer pakan pejabat yang berwenang 
menghukum 

Berdasarkan tertentu, PNS dapat 
diusulkan untu mutasi atau mengikuti pendidikan 
dan pelatihan d am rangka pembinaan. 

Calon PNS yan dalam proses penjatuhan hukuman 
disiplin tingka sedang atau berat tidak dapat 
diangkat sebag . PNS. 



(1) PNS sedang mengajukan Upaya 
Administra tidak diberikan kenaikan pangkat 
dan/atau enaikan gaji berkala serta tidak 
disetujui u tuk pindah instansi sampai dengan 
ditetapkan eputusan yang mempunyai kekuatan 
hukum teta . 

(2) PNS 
Administra · 
(1) berup 
bersangkut 
melaksan 

sedang mengajukan Upaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat 

banding administratif, yang 
tetap mendapatkan gaji sepanjang 

(3) Untuk da melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud p da ayat (2) PNS harus memperoleh 
izin dari Bu ati atau Pejabat yang ditunjuk. 

(4) Untuk me eroleh izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat 3), PNS yang bersangkutan harus 
mengajukan permohonan kepada Bupati atau 
pejabat yan ditunjuk melalui atasan langsung 
secara berje jang. 

(5) Format per ohonan izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( ) tercantum dalam Lampiran yang 

tidak terpisahkan dari 

44 

( 1) PNS yang d. ahan oleh pihak yang berwajib dan 
telah dikel arkan surat penahanannya untuk 
kepentingan peradilan, PNS yang bersangkutan 
diberhentik sementara. 

(2) Pemberhenti sementara sebagaimana 
dimaksud p da ayat (1) berlaku sejak dikenakan 
penahan pai dengan: 
a. dibeba tersangka dengan surat 

b. 

pemberhentian penyidikan atau 
oleh pihak yang berwajib; atau 

nya putusan pengadilan yang telah 
mempun ai kekuatan hukum tetap. 

(3) PNS yang di erhentikan sementara sebagaimana 
dimaksud ada ayat ( 1) tidak diberikan 
penghasilan. 



(1) PNS telah diberhentikan sementara 
sebagaim dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) 
diberikan g pemberhentian sementara sebesar 
50% (li puluh persen) dari penghasilan 
jabatan ter ir sebagai PNS. 

(2) Uang pem erhentian sementara sebagaimana 
dimaksud ada ayat ( 1) diberikan pada bulan 
berikutnya sejak ditetapkanya pemberhentian 
sementara. 

(1) Atasan 
pemberhen 
dimaksud 
berjenjang 

menyampaikan usulan 
sementara sebagaimana 

alam Pasal 44 ayat ( 1) secara 
pada pejabat yang berwenang dalam 

u 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai 
tanggal ditandatangani dengan tembusan 
disamp · kepada pejabat yang membidangi 
kepegawai 

(2) Pejabat yan berwenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) harus menetapkan keputusan 
pemberhen · sementara dalam jangka waktu 
14 ( em pat belas) hari kerja terhitung mulai 
tanggal sura 

(3) Pejabat y 

Inspektur, 
bersangkut 

berwenang menyampaikan 
mberhentian sementara kepada PNS 
gkutan dengan tembusan kepada 
Kepala Perangkat Daerah yang 

dan pejabat yang membidangi. 
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Dalam hal yang dikenai pemberhentian 
sementara te yata tidak terbukti bersalah 
berdasarkan h sil pemeriksaan pihak yang berwajib 
atau putusan pengadilan, yang bersangkutan 
diaktifkan kem ali sebagai PNS. 



A. FORMATSURATPANGGILAN 

LAM IRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

RA ASIA 

NOMOR TAHUN 
TENTANG TATA CARA PENJATUHAN 
HUKUMAN DISIPLIN BAGI PEGAW AI 
NEGERI SIPIL 

SURAT PANG ILAN I/II/III*) 
NO OR: ... 

1. Bersama ini diminta dengan hormat keh diran Saudara: 
Na.ma .................................................. ..... .. .. .. 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Untuk menghadap: 

Na.ma 
NIP 
Pangkat 
Jabatan 

Pada: 
Hari 
Tanggal 
Jam 
Tempat 

Untuk diperiksa/diminta keterangan *) s hubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **) 

2. Demikian untuk dilaksanakan. 

Atasan Langsung/ Tim Pemeriksa *) 

Na.ma ......................... . 
NIP ............ ...... .. ....... . 

Tembusan Yth.: 
1. .. . 
2 . .. . 
*) Coret yang tidak perlu. 
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga ilakukan oleh PNS. 



B. FORMAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN IM PEMERIKSA 

HASIA 
PEMBENTUKA TIM PEMERIKSA 

NO OR : ... 

I. Berdasarkan dugaan pelanggaran disi lin yang dilakukan oleh Sdr .... NIP .... Jabatan 
... , maka perlu dilakukan pemeriksaan. 

2. Mengingat ancaman hukumannya be pa hukuman disiplin sedang atau berat, maka 
perlu membentuk Tim Pemeriksa yang t rdiri dari : 
a. Atasan Langsung : 

Nama ................................................... . 
NIP ................................. .. ............... . 
Pangkat 
Jabatan 

b. Unsur Pengawasan: 
Nama ......... .. .... ..... .................... ........ .. . 
NIP .................................................. . 
Pangkat ................................ ..... .. ........... . 
Jabatan ............................................. ..... . 

c. Unsur kepegawaian: 
Nama ........ ... ....................................... . 
NIP ...... ... .................. ..... .................. . 
Pangkat .......................... .... .................... . 
Jabatan . ... .... ...... .... .... ............................ . 

d. Pejabat lain yang ditunjuk: 
Nama .................................................. . 
NIP .................................................. . 
Pangkat ............................... .. ................. . 
Jabatan ......... ..... .. ..... ....... .... .... ....... ...... . . 

3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaim amestinya. 

Tembusan Yth: 
1 .. . 
2 .. . 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 

BUPATI LAMONGAN, 
ttd. 



C. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN 

SERITA ACA 
Nomor: 

ASIA 
PEMERIKSAAN 

Pada hari ini ..... .. ... tanggal .. .. bulan . .... .. tahun ...... say / Tim Pemeriksa yang terdiri dari*) : 

1. 

2. 

Nama 

NIP 

Pangkat 

Jabatan 

Nama 

NIP 

Pangkat 

Jabatan 

3. Dst. 

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah Bupati Lamongan Nomor: .................. .. Tanggal 
... ... ....... ..... ... *) telah melakukan pemeriksaan terhadap 

Nama 

NIP. 

Pangkat/ Go!. 

TMT 

Jabatan 

TMT 

Unit Kerja 

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan langgaran terhadap ketentuan Pasal ... angka ... huruf ... 
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Di iplin PNS Negeri Sipil. 

I. Pertanyaan : 

---------- ··················· ·················· ····· ·············· ······· ··· 

Jawaban 

---------- ············· ··········· ·················· ....................... . 

2. Pertanyaan : 

---------- ····· ········ ····························· .... ............. ...... . 

Jawaban 

---------- ············· ····· ························ ············· ···· ······ · 

3. Dst. 

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali k terangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa 
menandatangani berita acara pemeriksaan ini. 

Yang Diperiksa 

Nam.a Lengkap 
NIP ............ .. . .... . 

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan s benamya, mengingat Sumpah Jabatan, ditutup dan ditanda 
tangani di .. .. pada hari dan tanggal tersebut diatas untu dapat digunakan sebagaimana mestinya. 

*) Coret yang tidak perlu 

TIM PEMERIKSA 

1. KETUA TIM, 

Nam.a Lengkap 
NIP ..................... . 

2. ANGGOTA TIM, 

Nama Lengkap 

NIP ...... . ... ... ........ . 

3. ANGGOTA TIM, 

Nama Lengkap NIP . .. . .. . ... .. .... ... .. . 



D. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 

Nomor 

Lampiran 

Perihal 

Yth . ..... ...... .... ..... . 

di-

KOPPERA GKATDAERAH 

: Satu berkas 

: Laporan Hasil Pemeriksaan 

Terkait Adan ya . . .. . ......... . 

Lamongan 

Lamongan, ...... .. ... ....... . 

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/ Surat Tug s Bupati Lamongan Nomor: . .. ... . . . .. tanggal 
kami Tim Pemeriksa yang terdiri atas*): 

1. ... ......... Selaku ....... .... ........ . 

2 ........... .. Selaku .. ......... . ....... . 

3. Ost. 

*), saya/ 

telah melakukan pemeriksaan dan pengecekan seh 
pelanggaran yang dilakukan*)... pada t.angg 
sampaikan sebagai berikut: 

ungan dengan adanya . . . (kasus yang terjadi/ dugaan 
. . .. . . . . . . . . s.d. . ... ..... . , yang hasilnya dengan hormat kami 

l. PERMASALAHAN 

(Berisi dugaan pelanggaran yang dileu>....,,,µu PNS atau kasus yang terjadi di satuan kerja) 

II. DATA HASIL PEMERIKSAAN 

(Berisi ringkasan berita acara pem saan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait) 

ill. DATA LAIN 

(Berisi dokum.en alat bukti lain dan data pend g pemeriksaanterkaitpermasalahanPNSyangakandijatuhi 
hukum.andisiplin) ....... .. . ... .. .. ...... .. .... .................... .................................... .... ................ ... .. ....... . 

IV. ANALISA 

Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat saya/kami*) sampaikan 
analisa sebagai berikut: 

(Berisi fakta hasil pen;ieriksaan dikaitkan den ketentuan yang seharusnya) ............................... . 

V. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil k impulan sebagai berikut: 

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelangg an terhadap ketentuan) ... .. ... ......... .......... ..... . 

VJ. PENDAPAT 
Berdasarkan kesimpulan tersebut saya/kami*) ber ndapat bahwa: 

(Berisi pertimbangan dan tindak Ian jut dari kesimp Ian) .. ... .... .. . . . . ........ ..... . ......................... . 

VU. SARAN 

Atas perkenan pejabatyang berwenang menghuku / Bupati*) saya/kami*) menyarankan agar: 

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan ndapat) ... .... . ................. ......... . .......... .... .. .. .. .. . 

Demikian laporan kami sampaikan, untuk perkenannya. 

Atasan Langsung/Tim Pemeriksa*), 

1. NAMA .. . 
NIP ........ .. . 

2. NAMA .. . 
NIP ......... . . 

3. Ost. 

*) Coret/ hapus yang tidak perlu 



E. FORMAT KEPUTUSAN PEJATUHAN HU UMAN DISIPLIN 

HASIA 

Menimbang 

Mengingat 

KEPUTUSAN ......................... .. *) 

NOMOR: ............. ..... . . 

PENJATUHAN HUKUMAN DIS LIN PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS 
NAMA ............... NIP ...... ............... . 

DENGAN RAHMAT UHANYANG MAHA ESA 

............................ , *) 

a. bahwa berdasar an hasil pemeriksaan Sdr. ... ......... telah 
melakukan perbu tan berupa ...... ; 

b. bahwa perbuatan ebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan 
pelanggaran terh dap ketentuan Pasal . . . huruf ... Peraturan 
Pemerintah Nomo 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil; 

c. bahwa perbuatan ebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan 
pelanggaran terh dap ketentuan Pasal . . . ayat ... huruf ... 
Peraturan Bupati Lamongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penjatuhan ukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil; 

d. bahwa berdasark ketentuan Pasal 20 ayat ( ... ) huruf 
... Peraturan Pem rintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Sipil, . . . . . .. . . . . . . . berwenang menetapkan 
penjatuhan huku an disipin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana 
dimaksud pada h ruf a; 

e. pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, huruf , huruf c dan huruf d perlu menetapkan 
keputusan tentan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri 
Sipil Atas Nam.a ...... NIP ...... . 

1. Undang-Undang omor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
6, Tambahan Le baran Negara Republik Indonesia Nomor 

2. 

5494); 

Undang-Undang 
Daerah (Lembar 

omor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tam ahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) seb aimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerin an Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesi Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemeri tah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 
Pegawai Negeri Si · (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 74, T bahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5135); 

4 . Peraturan Peme · ah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 
Aparatur Sipil N gara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Norn r 63, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6 37); 

5. Peraturan Bupati ongan Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata 
Cara Penjatuhan ukuman Disiplin Bagi Pegawai Negeri Sipil 
(Berita Daerah Ka upaten Lamongan Tahun 2021 Nomor ... ). 



Memperhatikan 

Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

KETIGA 

1. 
2. 

................ , 

. ................... , 
3. Dst. 

MEMU USKAN: 

Menjatuhkan Hukum Disiplin berupa .......................... kepada: 
Nama 
NIP 

Pangkat 
Jabatan 
Unit Kerja 

Karena yang bers gkutan telah melakukan perbuatan yang 
melanggar ketentu Pasal .... huruf ... Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010 entang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Keputusan ini di 
dilaksanakan sebag 

paikan kepada yang bersangkutan untuk 
ana mestinya. 

Ditetapkan di Lamongan, 
pada tanggal 

....................... , *) 

Diterima tanggal ........ . 

NAMA NIP. 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. 

2. 
3. 

Keterangan : 
*) diisi sesuai dengan namajabatan. 



F. FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PEJ TUHAN HUKUMAN DISIPLIN 

Nomor 
Sifat 
Lampiran 
Hal 

Lamongan, ...... 

Kepada Yth 
.. ............. *) 

di­
Tempat 

: Rahasia 

Bersama ini dengan hormat dilaporkan, b wa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ... 
tanggal ... bulan ... tahun ... , saya/Tim Peme · sa**) telah melakukan pemeriksaan terhadap: 

Nama ............................................................ .. 
NIP ............................................................. .. 
Pangkat 
Jabatan 
UnitKerja .............................................................. . 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata ke enangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin 
kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas erupakan kewenangan *). 
Sehubungan dengan hal tersebut, disampai an Berita Acara Pemeriksaan dan/atau Laporan 
Hasil Pemeriksaan**) terhadap Pegawai Ne eri Sipil yang bersangkutan untuk digunakan 
sebagai bahan untuk menjatuhkan hu man disiplin kepada Pegawai Negeri Sipil 
yangbersangkutan. 

Demikian kami sampaikan dan atas perhati ........... *), kami mengucapkan terima kasih. 

Tembusan, Yth: 
1. ......... ......... . 

2 . .................. . 
3. dst. 

Yang melaporkan (Atasan 
langsung/Tim Pemeriksa**), 

NAMA .. . 
NIP .............. .. 

*) Isilah sesuai dengan pejabat yang berwen g menghukum. 
**) Caret yang tidak perlu. 



VII 
PERALIHAN 

(1) Hukuman d siplin yang telah dijatuhkan sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini dan sedang 
dijalani oleh PNS yang bersangkutan dinyatakan 
tetap berl 

(2) Apabila terj di pelanggaran disiplin dan telah 
dilakukan emeriksaan sebelum berlakunya 
Peraturan upati ini maka hasil pemeriksaan 
tetap berl dan proses selanjutnya berlaku 
ketentuan d am Peraturan Bupati ini. 

(3) Apabila te adi pelanggaran disiplin sebelum 
berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum 
dilakukan p meriksaan maka berlaku ketentuan 
dalam Perat ran Bupati ini. 

Peraturan 
diundangkan. 

1n1 mulai berlaku sejak tanggal 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 
memenn ............ ~~~ .. pengundangan Peraturan Bupati ini 

Diundangkan di Lamongan 

pada tanggal ';\ Mtl 2021 

Pj. SE TARIS DAERAH 
KABUP TEN LAMONGAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN L 
TAHUN 2021 NOMOR J.fo 

erah Kabupaten Lamongan. 

Ditetapkan di Lamongan 

pada tanggal ?,( M~ Zoir 

L BUPATI LAMONGAN, . 

? YUHRONUR EFFENDI 


